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Abstract: Since the enactment of the Child Protection Law, the Indonesian government expects that every parent is responsible 

for preventing underage marriages. In fact, underage marriages can be carried out because there is an opportunity, namely by 

granting dispensation. Many minors who experience unintended pregnancies, so that parents consider to carry out underage 

marriages. This has caused a lot of imbalances that should have been prohibited but who filed for dispensation because the 

child was already pregnant. This study uses a juridical-normative method with research specifications using descriptive analysis. 

Data collection techniques were carried out by means of library research to obtain secondary data and interviews to complete 

data that were not obtained from primary and secondary data, then the data obtained were analyzed using qualitative juridi-

cal methods. Results Based on the research, it is described about the legal protection of the right to life of the fetus not only 

because of a legal marriage. The fetus is one of the early stages of human life before it is born and becomes the subject of law. 

So that the fulfillment of the right to life of the fetus must still be protected even though it is an unwanted marriage due to sexual 

violence. 

Key Words : Child marriage, Unwanted Pregnancy, Protection of Children’s Rights

Abstrak: Sejak diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Anak pemerintah Indonesia mengharapkan bahwa setiap orang 

tua bertanggung jawab terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur. Pada kenyataannya dilangsungkannya perkawinan 

di bawah umur dapat dilakukan karena terdapat suatu peluang yaitu dengan pengabulan dispensasi. Masih banyak anak 

yang mengalami kehamilan tidak diharapkan, sehingga timbul pertimbangan orang tua untuk melangsungkan perkawinan di 

bawah umur. Hal ini yang menimbulkan ketidakseimbangan karena seharusnya hal tersebut dilarang tapi  banyak orang tua 

yang mengajukan dispensasi karena alasan anaknya sudah hamil.Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan 

spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan un-

tuk mendapatkan data sekunder dan wawancara untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari data primer dan sekunder, 

selanjutnya data yang diperoleh dianilisis dengan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diuraikan mengenai 

perlindungan hukum terhadap hak hidup janin tidak hanya karena perkawinan yang sah. Janin merupakan salah satu tahap 

awal kehidupan manusia sebelum ia lahir dan menjadi subjek hukum. Sehingga pemenuhan terhadap hak hidup janin tetap 

harus dilindungi walaupun merupakan kehamilan yang tidak diharapkan akibat kekerasan seksual.

Kata Kunci : Perkawinan Anak, Kehamilan Tidak Dikehendaki, Perlindungan Hak Anak.
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Pendahuluan
Indonesia merupakan negara hukum yang seba-

gaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Nega-

ra Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara 

hukum, Indonesia memiliki beberapa prinsip yaitu 

prinsip menjamin kepastian, ketertiban dan perlind-

ungan hukum yang didasarkan pada kebenaran dan 

keadilan bagi masyarakatnya.  Sebagai negara hu-

kum, didasarkan pada alinea ke empat pembukaan 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan 

bahwa tujuan Negara Indonesia antara lain adalah 

untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan 

memajukan kesejahteraan umum. Sehubungan den-

gan hal tersebut, sudah seharusnya masyarakat indo-

nesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek 

kehidupannya dan dengan adanya pengakuan dan 

perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah 

satu perwujudan dari negara hukum. 

Sebagai negara hukum, didasarkan pada alinea 

ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 

1945 menyebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia 

antara lain adalah untuk melindungi segenap bang-

sa indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. 

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah seharusnya 

masyarakat indonesia mendapatkan perlindungan 

dalam aspek-aspek kehidupannya dan dengan adan-

ya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia 

merupakan salah satu perwujudan dari negara hu-

kum. 

Hak yang paling utama yang dijamin dan dilind-

ungi baik dalam konstitusi dan  perundang-undangan 

adalah hak untuk hidup (Pro Life) dan hak untuk 

mempertahankan kehidupannya. Hak untuk hidup 

tercantum sebagai salah satu hak asasi pada BAB XA 

tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 setelah 

amandemen. Pasal 28A menegaskan bahwa setiap 

orang berhak untuk hidup serta berhak mempertah-

ankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya, hak 
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untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan juga 

merupakan hak yang paling mendasar. Sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang 

berbunyi bahwa setiap orang berhak membentuk ke-

luarga dan melanjutkan keturunan melalui perkaw-

inan yang sah.

Berkaitan dengan hal tersebut, manusia merupak-

an makhluk sosial yang pada dasarnya memiliki naluri 

untuk hidup dan bersosialisasi dengan orang lain. 

Manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasan-

gan maka dari itu umumnya setiap individu pasti 

ingin memiliki pasangan hidup untuk dapat menjalin 

suatu hubungan dan memperoleh keturunan, maka 

dalam hal ini terjadilah perkawinan. Keluarga meru-

pakan kelompok primer yang paling penting dalam 

masyarakat yang terbentuk melalui perkawinan, 

pengertian perkawinan sendiri diatur dalam Pasal 1 

Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 yaitu suatu 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita se-

bagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk 

keluarga yang bahagia dan sejahtera dan kekal ber-

dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam mem-

bentuk suatu keluarga harus melalui beberapa tahap 

yaitu melangsungkan perkawinan kemudian memiliki 

anak dan terbentuklah suatu keluarga. KUHPerdata 

tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan 

yang diatur secara jelas dalam satu pasal. Perkawinan 

dalam hukum perdata adalah hubungan keperda-

tan, yaitu hanya merupakan ikatan lahir dan antara 

pria dan wanita, unsur agama tidak diatur.  Tujuan 

dari perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-

undang No.1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketu-

hanan Yang Maha Esa.  

 Akibat  setelah melangsungkan perkawinan ada-

lah akan timbul hubungan hukum antara suami istri. 

Kemudian apabila pasangan tersebut mempunyai 

keturunan, maka akan timbul hubungan hukum yang 
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baru yaitu antara orang tua dan anak.  Hubungan hu-

kum tersebut merupakan hubungan timbal balik hak 

dan kewajiban antara anak dan orang tua kandung-

nya dan kewajiban orang tua merupakan hak anak, 

begitu pula sebaliknya.  Adanya hubungan hukum 

berupa timbal balik hak dan kewajiban antara anak 

dan orang tua menimbulkan pula tanggung jawab 

hukum diantara mereka. Menurut hukum, tanggung 

jawab adalah suatu akibat yang terkait dengan ke-

wajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab 

secara hukum atas perbuatannya dan akibat perbua-

tannya tersebut dapat dikenakan suatu sanksi karena 

bertentangan dengan hukum . Kemudian dipertegas 

oleh Titik Triwulan bahwa pertanggungjawaban har-

us mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan 

timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut 

orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan ke-

wajiban hukum orang lain untuk memberi pertang-

gungjawabnya.  

Tujuan dari perkawinan adalah untuk mendap-

atkan keturunan, sehingga setelah melangsungkan 

perkawinan dan mempunyai keturunan. Maka, mun-

cul tanggung jawab yang baru bagi orang tua untuk 

mendidik, mengasuh dan membimbing anak sampai 

mencapai tahapan tertentu.  Hal ini didasarkan pada 

Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002  

Tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewa-

jiban dan bertanggung jawab untuk  mengasuh, me-

melihara, mendidik, dan melindungi anak dan mence-

gah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Perkawinan di bawah umur memiliki pengertian 

yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-

laki dan perempuan dimana umur keduanya masih 

di bawah batas usia yang sudah diatur dalam Pasal 7 

ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan 

kedua calon mempelai tersebut belum siap secara la-

hir maupun batin dan belum mempunyai mental yang 

stabil dan belum siap dalam hal materi.  Mengenai 

batas minimum usia untuk melangsungkan perkaw-

inan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwa 

izin kawin diberikan setelah sudah menginjak usia 19 

tahun baik untuk laki-laki dan perempuan.  

Pengertian anak diatur berdasarkan ketentuan Pasal 

330 KUHPerdata, yang berbunyi anak adalah mereka 

yang belum berumur genap 21 (dua puluh satu) tahun 

dan belum kawin. Sedangkan, menurut Undang-Un-

dang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 

47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 

( delapan belas ) tahun atau belum pernah melang-

sungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang 

tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan-

nya. Kemudian dalam pasal 1 ayat a Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

menyebutkan anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. 

Anak mempunyai hak yang wajib dilindungi dan 

dipatuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pe-

merintah dan negara. Hal tersebut dituangkan dalam 

Pasal 1 ayat 1 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam 

melakukan perlindungan anak diperlukan peran neg-

ara, orangtua, keluarga dan masyarakat. Orangtua, 

keluarga dan masyarakat memiliki tanggung jawab 

untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut se-

suai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.  

Tujuan dari perlindungan anak sendiri diatur dalam 

Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yaitu un-

tuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlind-

ungan dari kekerasan.  

Perlu diketahui bahwa anak adalah anugerah dan 

amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

Hal ini tidak terlepas dari pengakuan Indonesia yang 

diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyebutkan 
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bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Yang memiliki arti bahwa hidup adalah karunia 

dan titipan dari Tuhan. Sehingga kehadiran seorang 

anak merupakan titipan tuhan yang diberikan ke-

pada pasangan suami istri. Setiap anak di dalam di-

rinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 

dan juga sebagai generasi penerus bangsa. Harkat 

dan martabat yang melekat tersebut harus dihormati 

dan harus mendapatkan hak-haknya tanpa meminta.  

Hak Anak merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu 

dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih da-

lam kandungan. Hak asasi anak merupakan bagian 

dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-

undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bang-

sa-bangsa tentang hak-hak anak.  Didasarkan pasal 

28B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi bahwa setiap 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang. Kemudian Pasal 28I ayat (1) juga mene-

gaskan bahwa hak untuk hidup adalah satu dari tujuh 

hak asasi manusia yang oleh UUD 1945 dinyatakan 

sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apapun. 

Pada faktanya saat ini masih banyak masyarakat 

Indonesia yang melakukan perkawinan di bawah 

umur.  Perkawinan di bawah umur memiliki penger-

tian yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang la-

ki-laki dan perempuan dimana umur keduanya masih 

di bawah batas usia yang sudah diatur dalam Pasal 7 

ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan 

kedua calon mempelai tersebut belum siap secara la-

hir maupun batin dan belum mempunyai mental yang 

stabil dan belum siap dalam hal materi.  Mengenai 

batas minimum usia untuk melangsungkan perkaw-

inan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwa 

izin kawin diberikan setelah sudah menginjak usia 19 

tahun baik untuk laki-laki dan perempuan.  

Praktik perkawinan di bawah umur bertentangan 

dengan ketentuan yang sudah diatur dengan jelas da-

lam Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mence-

gah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Di-

dasarkan pasal tersebut, orang tua memiliki kewa-

jiban untuk mencegah terjadinya praktik perkawinan 

di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur dapat terjadi oleh be-

berapa alasan salah satunya adalah karena kekerasan 

seksual. Salah satu akibat dari kekerasan seksual ada-

lah kehamilan yang tidak diharapkan.  Pada umum-

nya kehamilan merupakan suatu hal luar biasa bagi 

seorang wanita sebagai salah satu fase kehidupan 

dan fase reproduksi manusia untuk mendapatkan 

keturunan.  Namun, pada kenyataannya tidak semua 

kehamilan merupakan kehamilan karena perkaw-

inan yang sah masih terdapat kehamilan yang tidak 

diharapkan. Kehamilan tidak diharapkan menurut 

Perkumpulan Berencana Keluarga Indonesia (PKBI) 

memiliki pengertian yaitu merupakan suatu kondisi 

dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses 

kelahiran akibat dari kehamilan. Sehingga perlindun-

gan terhadap janin dalam hal tersebut harus dilaku-

kan, walaupun anak yang dikandung merupakan ha-

sil dari kehamilan tidak diharapkan. 

Janin merupakan salah satu tahap awal kehidupan 

manusia sebelum ia lahir dan menjadi subjek hukum.  

Janin atau bisa juga disebut anak dalam kandungan 

juga makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang 

tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada ma-

nusia meskipun masih berupa janin. Dalam pasal 9 

Undang-undang HAM berbunyi bahwa setiap orang 

berhak untuk hidup dan setiap anak sejak dalam kand-

ungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup 

dan meningkatkan taraf hidup. Instrumen nasional 

lainnya yang berkaitan terhadap hak hidup anak ada-

lah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
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perlindungan anak Pasal 4 yang menjelaskan bahwa 

setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkem-

bang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 53 ayat (1) UU HAM menegaskan 

bahwa anak sejak dalam kandungan berhak menda-

pat perlindungan dari mulai janin sampai dilahirkan, 

sebab anak dalam kandungan juga berhak atas hak 

hidupnya selama Tuhan menghendakinya.  Sehingga, 

perempuan yang menggunakan hak reproduksinya 

mempunyai kewajiban atau tanggungjawab untuk 

mempertahankan hidup janin dengan mempertar-

uhkan hidupnya untuk menjaga kehamilannya dan 

menjaga proses persalinan agar janin dapat dilahir-

kan menjadi subjek hukum seutuhnya dalam kondisi 

sehat.  Melalui kasus perkawinan di bawah umur yang 

terus meningkat akibat dikabulkannya permohonan 

dispensasi. Orang tua memiliki tanggung jawab ter-

hadap hal tersebut karena setelah lahirnya seorang 

anak akan menimbulkan hubungan hukum antara 

anak dan orang tua dalam hubungan keluarga.  Orang 

tua yang mengajukan permohonan dispensasi dan 

dikabulkan oleh pengadilan, maka orang tua masih 

tetap bertanggung terhadap anaknya yaitu dengan 

menjaga keselamatan nyawa ibu dan janin yang di-

kandung di dalamnya. 

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun ru-

musan permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana 

perlindungan hukum terhadap hak hidup janin pada 

kehamilan yang tidak diharapkan dalam perkawinan 

di bawah umur akibat kekerasan seksual ditinjau dari 

undang-undang perlindungan anak?

Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk 

mengkaji dan merumuskan mengenai perlindungan 

hukum terhadap hak hidup janin pada kehamilan 

yang tidak diharapkan dalam perkawinan di bawah 

umur akibat kekerasan seksual ditinjau dari undang-

undang perlindungan anak.

Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu yuridis normatif yang merupakan penelitian 

kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri 

dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Spesifikasi 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

deskriptif analitis dengan menggambarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan 

dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum 

positifnya.   Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi 

kepustakaan yang dilakukan dengan menghimpun 

data sekunder dan studi lapangan dengan melakukan 

wawancara bersama narasumber yang dapat mendu-

kung penelitian ini.

Hasil Penelitian
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hidup Ja-

nin Pada Kehamilan Yang Tidak Diharapkan Dalam 

Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Kekerasan Seksu-

al Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak 

Setiap orang memiliki hak untuk berkeluarga dan 

mendapatkan keturunan. Keluarga merupakan kel-

ompok primer yang paling penting dalam masyarakat 

yang terbentuk melalui perkawinan. Setelah melang-

sungkan perkawinan kemudian memiliki anak maka 

akan muncul tanggung jawab baru, yaitu orang tua 

bertanggung jawab kepada anak dan sebaliknya. Se-

orang anak merupakan anugerah dan amanah yang 

dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang 

tua. Oleh karena itu orangtua memiliki tanggung-

jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing 



nadhira, veronica, agus: Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Atas Kehamilan     233

anak sampai mencapai tahapan tertentu.  Hal ini di-

dasarkan pada Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 

23 Tahun 2002  Tentang Perlindungan Anak yaitu :

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk  mengasuh, memelihara, mendidik, dan me-

lindungi anak dan mencegah terjadinya perkawinan 

pada usia anak-anak.”

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur 

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

tahun dan yang masih dalam kandungan, kemudian 

Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ba-

tas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 

adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak berca-

cat fisik atau mental atau belum pernah melangsung-

kan perkawinan. 

Pada kenyataannya banyak orang tua yang tidak 

melakukan tanggung jawab terhadap hak anak secara 

utuh, salah satunya adalah mengenai pencegahan 

terhadap perkawinan anak. Pencegahan perkawinan 

anak merupakan salah satu tanggung jawab orang 

tua terhadap anak sebagaimana yang tercantum da-

lam UU Perlindungan Anak. Perkawinan anak sering 

terjadi karena adanya hubungan seksual yang men-

gakibatkan kehamilan (di luar nikah) dan solusi yang 

ditawarkan biasanya adalah dengan mengawinkan 

kedua pasangan anak tersebut. Kehamilan tidak di-

harapkan yang dialami anak merupakan salah satu 

penyebab yang sering dijadikan alasan dalam men-

gajukan permohonan. Meningkatnya perkawinan 

anak disebabkan karena mudahnya permohonan dis-

pensasi pernikahan dikabulkan. Kemudahan tersebut 

dapat disebabkan beberapa hal, antara lain situasi 

mendesak seperti anak sudah berhubungan seksual 

kemudian hamil duluan hingga anak dan pasangan-

nya sudah saling mencintai dan ingin segera menikah. 

Selain itu, desakan orang tua juga dapat berpengar-

uh. Orang tua beranggapan bahwa anaknya dalam 

menjalani hubungan pacaran dapat berisiko melang-

gar norma agama dan sosial atau untuk menghindari 

zina dijadikan alasan untuk pengabulan permohonan 

dispensasi pernikahan anak.

Mengenai batasan umur untuk melangsungkan 

perkawinan sudah diatur dalam Undang-undang 

Perkawinan, namun masih terdapat penyimpangan 

dengan melakukan perkawinan anak. Hal ini jelas 

bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan 

ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispen-

sasi dari pengadilan. Adanya ketentuan dispensasi 

kawin menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 

konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur 

perkawinan.  Perkawinan anak merupakan hal yang 

harus dicegah, karena anak sebagai generasi penerus 

bangsa mempunyai berbagai hak yang dilindungi in-

strumen hukum. Hak asasi anak merupakan bagian 

dari hak asasi manusia yang dilindungi sebagaimana 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang perlindungan anak Pasal 4 yang berbu-

nyi : 

“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar se-

suai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak 

memiliki hak yang harus dilindungi dan dipenuhi. 

Perlindungan anak merupakan suatu usaha dimana 

setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban-

nya. Adapun dengan adanya perlindungan anak ini 

juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam 

suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan 

anak harus diusahakan sebaik mungkin dalam ber-

bagai kehidupan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlind-

ungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 tahun dan yang masih dalam 

kandungan. Hal tersebut karena bertitik tolak pada 

konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, 

dan komprehensif, yang meletakkan kewajiban ber-

dasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan yang 

terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan 

hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terh-
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adap pendapat anak. 

Seseorang yang telah melangsungkan perkawinan 

dianggap sebagai orang dewasa dan sudah lepas 

dari tanggung jawab orang tua. Pada kenyataannya, 

anak-anak yang menikah di bawah umur ini masih 

perlu dibimbing oleh orang tua dan masih merupa-

kan tanggung jawab keluarga sehingga diharapkan 

keluarga tidak meninggalkan anak di bawah umur ini 

setelah dinikahkan melalui permohonan dispensasi. 

Kehamilan tidak diharapkan yang dialami anak meru-

pakan salah satu penyebab yang sering dijadikan 

alasan dalam mengajukan permohonan. Kemudahan 

pengabulan dispensasi perkawinan tersebut dapat dis-

ebabkan beberapa hal, antara lain situasi mendesak 

seperti anak sudah berhubungan seksual kemudian 

hamil duluan hingga anak dan pasangannya sudah 

saling mencintai dan ingin segera menikah. Selain itu, 

desakan orang tua juga dapat berpengaruh. Orang 

tua beranggapan bahwa anaknya dalam menjalani 

hubungan pacaran dapat berisiko melanggar norma 

agama dan sosial atau untuk menghindari zina dijadi-

kan alasan untuk pengabulan permohonan dispensasi 

pernikahan.

Setelah melangsungkan perkawinan anak akan 

muncul tanggung jawab baru orang tua terhadap per-

lindungan hak hidup atas janin. Anak dalam kand-

ungan atau janin menurut KUHPerdata memiliki hak 

atas kepentingan yang berlaku kepadanya. Oleh se-

bab itu, anak yang masih dalam kandungan dapat di-

anggap telah lahir. Pernyataan tersebut tertulis dalam 

KUHPerdata pasal 2 yang menyatakan: 

“Anak yang ada dalam kandungan seorang 

perempuan dianggap sebagai telah lahir, bilamana 

juga kepentingan si anak menghendakinya, mati 

sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah 

ada.”

Berdasarkan KUHPerdata sebelum lahir maka 

anak yang masih dalam kandungan merupakan tang-

gung jawab orang tua meliputi aspek hukum yang ter-

kandung didalamnya. Secara tidak langsung memiliki 

maksud bahwa meskipun masih dalam kandungan 

ibunya, seorang anak tidak akan kehilangan hak-hak 

yang berhubungan dengan kepentingan anak. Perlind-

ungan terhadap anak perlu dilaksanakan dari sejak 

dalam kandungan. Sehubungan dengan janin yang 

merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang 

Maha Esa dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia yang juga memuat terkait 

perlindungan hak janin. Dalam pasal 53 dinyatakan 

bahwa, “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak 

untuk hidup, mempertahankan hidup, dan mening-

katkan taraf kehidupannya”. Anak dalam kandungan 

yang dimaksud adalah janin yang nantinya akan tum-

buh menjadi anak dan berkembang selayaknya ma-

nusia. Hak hidup dibutuhkan baik bagi janin maupun 

ibu selain untuk melindungi diri dan martabat kema-

nusiaanya. Hak hidup merupakan hak yang diberikan 

oleh tuhan, oleh karena itu pelanggaran terhadap hak 

orang lain merupakan suatu kesalahan yang besar. 

Untuk melindungi hak hidup janin maka perlu penge-

tahuan secara luas bagi masyarakat supaya tidak ter-

jadi lagi pelanggaran di tengah masyarakat terhadap 

orang lain, meskipun pada anak yang masih didalam 

kandungan sekalipun.

Janin merupakan cikal bakal anak yang nantinya 

menjadi subyek hukum atau pelaku hukum. Berapap-

un usia janin, harus dikatakan usia awal kehidupan 

janin, janin harus tetap dipertahankan hidup sepan-

jang tidak membahayakan kondisi ibu dan memang 

terlahir ke dunia tanpa mengancam nyawa ibu dan 

janin. Hak untuk hidup tercantum sebagai salah satu 

hak asasi pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia 

dalam UUD 1945 setelah amandemen. Pasal 28A me-

negaskan bahwa : 

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya “. 

Pasal 28B ayat (2) menyatakan :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkenbang, serta berhak atas per-

lindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 28 I ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk 

hidup adalah satu dari tujuh hak asasi manusia yang 

oleh UUD 1945 dinyatakan sebagai hak asasi yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selaras 

dengan dasar negara Pancasila, maka dalam negara 
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Indonesia, manusia, siapapun dia, adalah mahluk 

yang hakekat dan martabatnya harus dihormati. 

Hak asasi manusia melekat pada manusia meskip-

un masih berupa janin. Mengenai hak hidup janin 

sangat berkaitan dengan aborsi, karena Aborsi meru-

pakan perbuatan yang dapat merampas hak hidup 

janin, lebih-lebih jika aborsi itu dilegalisasikannya 

bukan dengan alasan melindungi hak keberlanjutan 

hidup atau nyawa janin atau ibu yang mengandung-

nya.  

Perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan 

dari sejak dalam kandungan. Sehubungan dengan 

janin yang merupakan anugerah yang diberikan Tu-

han Yang Maha Esa dalam Undang-undang No. 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang juga 

memuat terkait perlindungan hak janin. Dalam pasal 

53 dinyatakan bahwa, “Setiap anak sejak dalam 

kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan 

hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Anak 

dalam kandungan yang dimaksud adalah janin yang 

nantinya akan tumbuh menjadi anak dan berkem-

bang selayaknya manusia. Mengenai terwujudnya 

perlindungan dapat diberikan apabila mendapatkan 

dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. 

Dukungan dibutuhkan untuk mewujudkan perlind-

ungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 

UUPA yang menyebutkan bahwa negara, pemerin-

tah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan 

orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung 

jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 

Berdasarkan hal tersebut orang tua dan keluarga ber-

tanggung jawab menjaga kesehatan anak dan mera-

wat anak sejak dalam kandungan. Orang tua wajib 

mengusahakan agar anak lahir sehat dan terhindar 

dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup 

baik ibu maupun janin yang dikandungnya.

Kehamilan tidak diharapkan juga harus mement-

ingkan keselamatan janin dan ibu. Janin yang di-

kandung mempunyai hak untuk hidup, sehingga 

janin harus dilahirkan dengan sehat dan selamat. Ber-

dasarkan hal tersebut perempuan memiliki suatu hak 

yang khusus yaitu hak maternitas. Hak  maternitas 

merupakan hak asasi manusia yang khusus melekat 

pada perempuan karena fungsi reproduksinya, seperti 

menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Sehing-

ga anak perempuan yang hamil memiliki kewajiban 

untuk melahirkan anak yang ada dalam kandungan-

nya secara utuh dan sehat. Walaupun janin yang 

dikandung merupakan hasil dari perkawinan di luar 

nikah, tetapi janin tetap memiliki hak hidup seperti 

janin karena perkawinan yang sah. 

Hak hidup dibutuhkan baik bagi janin maupun ibu 

selain untuk melindungi diri dan martabat kemanu-

siaanya. Hak hidup merupakan hak yang diberikan 

oleh tuhan, oleh karena itu pelanggaran terhadap hak 

orang lain merupakan suatu kesalahan yang besar. 

Untuk melindungi hak hidup janin maka perlu penge-

tahuan secara luas bagi masyarakat supaya tidak ter-

jadi lagi pelanggaran di tengah masyarakat terhadap 

orang lain, meskipun pada anak yang masih didalam 

kandungan sekalipun.

Peran orang tua dianggap penting dalam aspek 

perlindungan anak. Anak harus sebisa mungkin diu-

sahakan mendapatkan hak nya secara adil dalam 

berbagai kehidupan tanpa meminta terlebih dahulu.  

Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara prib-

adi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu 

dilakukan.  Hal tersebut ditujukan untuk melindungi 

hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh 

eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tum-

buh kembang anak.

Kesimpulan
Perlindungan hukum terhadap hak hidup anak di-

lakukan sedini mungkin, sehingga perlindungan terh-

adap anak yang masih dalam kandungan (janin) dapat 

dilakukan dengan upaya yaitu janin harus dilahirkan 

secara utuh dan sehat. Perlindungan terhadap janin 

juga tidak bergantung hanya karena perkawinan yang 

sah saja, tetapi janin hasil kehamilan tidak diharap-

kan akibat kekerasan seksual juga memiliki hak hidup 

yang sama yang harus dilindungi. Upaya pemenuhan 

hak hidup janin dapat terwujud apabila mendapatkan 

dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak 

yaitu orang tua, keluarga, negara dan masyarakat.

Anak yang melangsungkan perkawinan anak bu-

kan berati sudah dewasa sehingga lepas dari tang-

gung jawab orang tua. Orang tua yang mengajukan 

dispensasi sudah seharusnya ikut bertanggung jawab 

dengan melakukan pengawasan terhadap kehamilan 
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anaknya hingga setelah melahirkan janin yang ada 

dalam kandungannya walaupun merupakan kehami-

lan yang tidak diharapkan akibat kekerasan seksual. 

Antara orang tua dan anak memiliki suatu hubungan 

khusus yaitu hubungan darah sehingga orang tua 

tetap memiliki tanggung jawab sampai kapanpun un-

tuk selalu menjaga dan mendidik anaknya. 
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